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I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN


Penelitian ini berangkat dari permasalahan dilematis global tentang bagaimana mengelola sumberdaya milik bersama (Commons Pool Resources Management), seperti hutan, tanah, sumberdaya air, sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi seperti uang dan hutang negara dan sejenisnya. Karena, menurut kaum rasional dan Hobbesian, jika sumberdaya tersebut tanpa “tuan” maka manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan terhadap sumberdaya tersebut, sehingga berakibat pada rusaknya sumberdaya milik bersama tersebut.
 Dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama (common property resources/CPRs), dalam sektor sumberdaya air seperti laut, danau, sungai, irigasi; maupun yang termasuk kategori sumberdaya ekonomi seperti dana pembangunan, bantuan kredit, yang terjadi adalah praktik eksploitasi berlebihan (over exploitation) sehingga mengakibatkan kerusakan sumberdaya air, marginalisasi dan pemiskinan masyarakat lokal. Hardin (1968) menamakan gejala tersebut sebagai tragedi milik bersama (Tragedy of the Commons).
 Terhadap masalah ini, para ahli memberikan alternatif solusi yang berbeda-beda. Hardin (1968) melihat pentingnya internalisasi biaya lingkungan dan tindakan koersif pemerintah. Ini artinya, sebaiknya sumberdaya air dikuasai dan diatur sepenuhnya oleh negara. Para ekonom, mengajukan solusi privatisasi terhadap sumberdaya air. Namun, kedua solusi ini di Indonesia, tidak efektif mengurangi tindakan eksploitasi berlebih. Penelitian yang akan dilaksanakan ini mencoba mengikuti argumentasi lain yang dijukan Acheson (1987) dan Berkes (1987) bahwa dalam setiap masyarakat orang telah dan secara terus menerus mengembangkan institusi-institusi dan aturan-aturan dalam membangun kehidupan bersama mereka, termasuk aturan yang secara efektif membatasi eksploitasi berlebih terhadap sumberdaya air, alam dan sosial mereka. Yang ingin dicari bukanlah bingkai struktur sosial yang mengikat keberadaan modal budaya itu --dan dalam banyak kasus bingkai itu sudah dihancurkan oleh paradigma dan praktik pembangunan yang sentralistik dan hegemonik--, melainkan esensi-esensi atau komponen-komponen utama modal budaya berikut mekanisme-mekanisme sosial yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya prilaku kerjasama kolektif (cooperative collective behavior) yang membangun institusi sosial dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi, sebagai sumberdaya air milik bersama. 
II. INOVASI IPTEKS 

Pertama, penelitian yang telah dilakukan ini, memperkaya dan membuktikan masyarakat (petani) lokal mampu meminimalisir tindak ekspolitasi berlebih terhadap sumberdaya air, dalam hal ini irigasi. Bahkan, mampu melakukan Survey, Investigation, Design, Construction, Operation dan Maintanance (SIDCOM). Keberhasilan utama berakar pada resistannya modal budaya.

Kedua, hasil temuan penelitian ini mengkritik teori CPR Elinor Ostrom, pemenang Nobel bidang Ekonomi tahun 2009 seperti terlihat dalam tabel berikut ;

	No.
	Ostrom’s Design Principles (1990 and 1992).
	Karya Mandiri Irrigation System (KMIS) (Alfiandi, 2008-2009)



	1.
	Clearly defined boundaries.
	The service area became 127 Ha as 40 Ha rice field in neighboring Salo sub-village requested to get water and agreed to follow the rules.

	2.
	Congruence between appropriation and provision rules and local conditions.
	The farmers would pay 20% of the harvest and their rice field guaranteed to get sufficient irrigation water to plant rice crop.

	3.
	Collective choice arrangements.
	The management agreements were developed by clan leaders together with member of the clans/villagers and they can modify the agreement as necessary.

	4.
	Monitoring.
	The “Group of Eights” as service provider contactor is responsible for monitoring and ensuring proper service provision

	5.
	Graduated sanctions.
	The clan leaders are responsible for resolving any complaint both from the farmers and the service provider.

	6.
	Conflict resolution mechanisms.
	Conflicts are resolved through the meeting of clan leaders, service provider and the farmers/villagers.

	7. 
	Minimal recognition of rights to organize.
	The customary institutions are recognized by law and their roles in society are respected by the government.

	8.
	Nested enterprise.
	In 1995, the neighbor Salo sub-village requested to get irrigation services and agreed to follow the rules applied  in Sungai Janiah sub-village.

	9
	
	Social entrepreneurship principle/orientation: provide irrigation services and making money out of that and distribute the benefits through the co-financing of the infrastructure development

	10
	
	Social entrepreneurship principle/orientation: building the mechanisms to ensure stable (or increase) revenue from service provision by providing additional services to the farmers in term of availability of agriculture inputs (fertilizer) and technology transfer (rice HYVs).



Teori Modal budaya, yang dihasilkan dalam penelitian ini, dapat dipakai pula pada permasalahan pengelolaan sumberdaya lainnya, seperti hutan, harta bersama, negara dan lainnya. 

III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN
Sejak kebijakan revolusi hijau 1970-an dilaksanakan untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada beras, pemerintah mengambil alih sistem pengairan (irigasi) yang semula telah diupayakan oleh petani (masyarakat lokal). Pola pembangunan yang hegemoni ini lantas menghancurkan lembaga sosial dan struktur sosial yang melekat dalam organisasi pengelolaan irigasi tradisional (Ambler, 1984; Pasandaran, 2002). Namun, Baru pada tahun 1987 hingga kini, pemerintah berupaya untuk mengembalikan kembali tanggung jawab pengelolaan, perawatan irigasi kepada petani. Namun, hasilnya belum maksimal (Both, 1989; Burn, 1997; Helmi, 2002; Pasandaran, 2003) Penyerahan kembali tanggung jawab (partisipasi) pengelolaan irigasi kepada petani oleh pemerintah dianggap sebuah keharusan dan mendesak. Mengingat, untuk membangun ± 6,5  juta Ha irigasi,pemerintah telah mengeluarkan dana ± 7 Milyar US Dollar (Burn, 1990; World Bank, 1997; ADB report, 1998, Sjarief, 2006) yang sebahagian besar didapat dari pinjaman luar negri. Dibutuhkan dana Rp. 75.000 s/d 125.000 per Ha untuk operasi dan perawatan (OP/OM) (PU Pengairan, 2000). Jika diambil mediannya, maka rata-rata dibutuhkan Rp.100.000 per Ha setahunnya untuk OP. Jika dikali jumlah seluruh irigasi diatas, maka setidaknya pemerintah mengeluarkan dana OP per tahun ± Rp.650 Milyar. Dana ini belum termasuk rehabilitasi, yang juga rutin setidaknya per 5 tahunnya. Untuk rehabilitasi, dibutuhkan dana ± 500 US Dollar per Hektarnya. Berapa biaya Rehabilitasi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk per lima tahunan? Bandingkan dengan kondisi keuangan Negara saat ini. Ini jelas tidak efisien. Pada hal, tanggung jawab OP dan Rehabilitasi dapat diserahkan kepada Petani.

Hanya saja, program penyerahan tanggung jawab pengelolaan irigasi, sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang berarti. Hal ini disebabkan, karena pendekatan yang masih tersentralisasi (top-down) dan kurang mempertimbangkan pentingnya asfek-asfek potensi kebudayaan masyarakat lokal. Salah satu potensi itu adalah modal budaya (culture capital), yang unsurnya terdiri dari modal sosial dan modal institusi (Berkes, 1996).
IV. MANFAAT BAGI INSTITUSI

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian disertasi peneliti pada Program studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, NIM A.162050021.

V. PUBLIKASI ILMIAH
1. Temuan penelitian ini telah di presentasikan oleh anggota peneliti, dengan judul “Karya Mandiri Irrigation System: A Case of Long-enduring Irrigation Management Institutions in West Sumatra, Indonesia”. A paper prepared and presented at the Working Group on WATER RESOURCES GOVERNANCE AND DESIGN PRINCIPLES Workshop in Political Theory and Policy Analysis (WOW4), INDIANA UNIVERSITY. Indiana, USA, 3 – 6 June 2009. (reprint makalah, terlampir). Dapat di unduh pada Pustaka Digital Indiana University, Bloomington, Indiana, USA;  
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2. Hasil temuan juga akan di publikasikan (forthcoming) pada jurnal Nasional. (Reprint terlampir).
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� Kini Gejala nyatanya terlihat pada rusaknya lapisan ozon, cairnya es kutub utara-selatan, akibat rakusnya manusia memaksimalkan kuentungan terhadap barang-barang konsumsi yang mengakibatkan pemanasan global. 


� Hardin (1968) menggambarkan gejala “tragedy of the commons” dengan metapora ladang rumput yang tidak bertuan, dimana pengembala kemudian, dengan fikiran rasionalnya, memaksimalkan keuntungan dengan cara menambah jumlah gembalanya. penambahan jumlah gembala akan berakibat berkurangnya rumput, sehingga proses akumulasi penambahan gembala akan berakibat tandusnya padang, karena rumput telah habis dimakan gembala. 





